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Abstrak 

Studi ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan aset sebagai alat untuk menetapkan hukum 
kerugian bagi negara-negara yang menghadapi ancaman korupsi. Abstrak ini menjelaskan 
prinsip-prinsip hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan korupsi dan juga berlaku untuk 
mengurangi kerugian yang tidak terduga. Analisis hukum di sini berfokus pada efektivitas, 
efisiensi, dan kepraktisan perampasan aset sebagai alat untuk undang-undang anti-korupsi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang berharga untuk 
meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam memerangi korupsi dan mengidentifikasi aset 
yang diperoleh dengan cara yang tidak etis. 

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi, Hukum Pengembalian Kerugian. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Perilaku yang tidak pantas dari 

para pejabat negara dalam 
menguntungkan dirinya sendiri atau 
kerap dikenal sebagai suatu tindakan 
korupsi pada kenyataannya memiliki 
dampak yang signifikan bagi kehidupan 
sosial masyarakat, hal ini memberikan 
cukup kesulitan yang tinggi bagi 
masyatakat karena banyak timbul 
beberapa oknum-oknum yang 
memberikan sebuah fasilitias negara 
yang harusnya tidak memungut biaya 
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menjadi harus mengeluarkan biaya. Efek 
negatif ini juga memicu jalannya 
keadilan, meningkatkan tingkat 
kesengsaraan rakyat, dan yang paling 
merusak adalah sebuah sistem 
pemerintahan yang tidak semestinya 
seperti itu dijalankannya. 

Banyak penelitian, banyak kasus, 
banyak pernyataan yang muncul dari 
para pelaku Korupsi tentang mengapa 
mereka melakukan tindakan seperti itu. 
Hal ini dijawab dengan suatu pernyataan 
yang paling krusial atau yang paling 
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utama yakni kurangnya nominal upah, 
disamping itu juga adanya sebuah 
kelemahan dalam sistem pengawasan. 
Dari kedua hal tersebut, para pelaku 
terdorong untuk menjadi penjahat 
dengan melakukan tindakan korupsi 
yang mereka dapati dari kewenangan 
mereka memegang suatu kewenangan 
terhadap fasilitias publik. Ditambah 
sistem-sistem hukum Indonesia juga 
sudah tercemar politik kepentingan 
akibat adanya kebiasaan korupsi yang 
menjamur sehingga menyebabkan 
hukum tidak berjalan secara adil, efisien, 
dan efektif.  

Pemerintah lewat formalitas 
mereka dalam legislasi membentuk 
sebuah produk hukum untuk mengatasi 
tindakan korupsi serta menindaki para 
pelakunya yakni dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (kemudian disingkat 
dengan UUPTPK). Tujuan dari produk 
hukum tersebut mengutamakan untuk 
menekan kerugian yang negara alami 
dari adanya tindakan korupsi dengan 
cara memaksa pengembalian uang yang 
telah dikorup. Dalam pelaksanaannya 
antar lembaga negara memiliki peran 
kolaborasi yang penting untuk dapat 
menguras materil koruptor sebagai 
upaya sanksi dari tindakan mereka 
dalam mengembalikan kerugian dari 
yang negara alami, namun dialektika 
dalam perkembangannya ada dalam 
bentuk sanksinya dimana para pelaku 
koruptor tentunya akan membenarkan 
segala hal agar mereka tidak 
memberikan materilnya kepada negara 
kalau mereka masih dikenakan sanksi 
penjara. 

Komplikasi yang kompleks dari 
solusi yang dibawa UUPTKP tersebut 
muncul dalam Pasal 4-nya yang 
menyatakan terkait unsur korupsi itu 
dapat merugikan perekonomian negara 
sehingga ditafsirkan jika pengembalian 
kerugian tersebut telah dilakukan maka 

perbuatan tersebut dianggap selesai. 
Akan tetapi dalam konteks yuridis nya 
lanjut di dalam pasal yang sama 
menyatakan bahwa pengembalian 
kerugian tersebut tidak menghapus 
sama sekali ketentuan pidana 
didalamnya. 

Penggantian kerugian yang 
menjadi sanksi utama serta tujuan utama 
UUPTPK adalah dengan cara mengambil 
semua uang hasil korupsi (selain uang 
bisa juga dengan sebuah harta kekayaan 
yang terbukti hasil dari korupsi), namun 
beberapa kondisi menyebabkan hasil 
dari korupsi tersebut tidak dapat 
dikembalikan atau negara lebih merugi 
dari apa yang koruptor ambil sehingga 
ada jalan Solutif yang diusung dalam 
UUPTPK khusus nya tambahan dalam 
melakukan pengembalian kerugian 
negara akibat dari korupsi diatur dalam 
Pasal 18 yakni salah satunya dengan 
adanya uang penggantian. 

Pengaturan uang pengganti lebih 
lanjut ada dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pidana Tambahan Uang Pengganti 
sehingga uang pengganti ini 
dimaksudkan bagi jumlah nominal uang 
korupsi yang tidak dapat dikembalikan 
atau tidak mampu dikembalikan oleh 
koruptor kepada negara sehingga harus 
mencukupinya dengan cara menyita aset 
atau harta kekayaan pelaku koruptor 
sampai dapat memenuhi kerugian atau 
jika sampai harta kekayaan itu juga tidak 
dapat mengganti kerugian maka diganti 
dengan penjara tambahan sebagai 
gantinya. 

Dari peraturan tersebut 
timbulah sebuah pertanyaan dimana hal 
ini menyinggung tentang peran 
kolaboratif antar lembaga yang 
berkewanangan menangani kasus 
korupsi (Jaksa, Polisi dan KPK) untuk 
dapat mengembalikan keuangan negara 
yang telah dicuri oleh para koruptor itu. 
Hal ini akan difokuskan kepada suatu 
kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan 
Lampung Utara. 



NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11 (2) (2024): 516-521 
 

 

518 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini memiliki jenis 

penelitian Yuridis-Normatif dengan 
memperhatikan sifatnya yang Deskriptif-
Analitis serta menggunakan Pendekatan 
Perundang-Undangan (statue approach) 
dan juga Pendekatan Kasus (case 
approach) sehingga didalam pendekatan 
ini dapat mengkaji secara mendalam 
(advance) lewat studi dokumen 
(documentaries study) dari beberapa 
sumber hukum yang terdiri dari bahan 
hukum primer (termasuk didalamnya : 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 juncto Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pengesahan United Nations 
Convention Againts Corruption 2003, 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung, dan Putusan Kasasi 
Mahkamah Agung Perkara Nomor 2164 
K/Pid.Sus/2021), selain itu ada juga 
Bahan Hukum Sekunder yakni literatur-
literatur yang khusus membahas topik 
yang dibahas dan juga Bahan Hukum 
Tersier yakni literatur yang memiliki 
keterkaitan dengan topik yang dibahas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahwa terdakwa yang bernama 
Maya Metissa binti Djanah Yusuf selaku 
sebagai Kepala Dinas Kesehatan 
Lampung Utara (kemudian disingkat 
Terdakwa Maya) telah dinyatakan secara 
meyakinkan melakukan tindak pidana 
dengan terbukti bersalah secara sah 
sehingga dari perbuatan tersebut telah 
melanggar Primair : Pasal 2 Ayat (1) 
juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) 
UUPTPK juncto Pasal 64 KUHP sebagai 
sebuah dakwaan di salinan pertama. 

Terdakwa Maya juga ternyata telah 
memerintahkan Saksi Novrida 
berdasarkan kewenangannya yang tinggi 
(Eselon II-b) dengan posisi Saksi Novrida 
ini sebagai Bendahara Dinas Kesehatan 
Lampung Utara untuk memotong 
anggaran sebesar 10% dari sebuah 
anggaran resmi (BOK) yang seharus nya 
untuk Puskesmas didalam Kecamatan 
Lampung Utara. Dari pemotongan 
tersebut Terdakwa Maya telah 
mendapatkan keuntungan sevesar 
2.110.443.500.00 dengan cara yang tidak 
sah dimana seharusnya dana tersebut 
diperuntukan untuk kegiatan diseluruh 
Puskesmas se-Kecamatan di daerah 
Lampung Utara. 

Hukum acara yang telah menjadi 
prosedur pelaksanaanya penegakan 
hukum terhadap terdakwa maya 
berhasil menghadirkanfakta-fakta di 
dalam jalannya peradilan yakni tindakan 
tersebut dilakukan dalam kurun waktu 
tahun 2017 dan 2018 atau dikatakan 
sebagai “perbuatan berlanjut”  sehingga 
melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP secara 
sah. Pasal 11 Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemidanaan untuk 
menjatuhkan kepada terdakwa Pasal 2 
dan Pasal 3 UUPTPK maka dengan 
adanya pedoman tersebut hakim harus 
mengambil kriteria dalam menentukan 
level kesalahannua lewat jumlah unsur-
unsur kesalahan, dampak dari 
kesalahaan itu sendiri serta keuntungan 
yang paling banyak didapatkan serta 
memperhatikan Pasal 13, Pasal 15 serta 
Pasal 20 UUPTPK. Namun hal ini dalam 
putusan salinan tingkat pertama dan 
tingkat kasasi mengalami perbedaan, 
dalam putusan tingkat kasasi terhadap 
terdakwa maya majelis hakim tingkat 
kasasi/banding ini memiliki pendapat 
yang berbeda karena hakim tidak setuju 
terhadap pertimbangan yang ada seperti 
itu. 

Maka dari itu kelanjutan putusan 
tingkat pertama akhirnya dilanjutkan 
melalui putusan kasasi yang diambil alih 
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oleh hakim tingkat banding tersebut 
dikarenakan alasan yang diberikan oleh 
hakim tingkat pertama. Kejadian empiris 
dilapangan telah menyatakan tidaklah 
semua hal para pelaku yang memiliki 
kekuasaan itu membuat salah terhadap 
kewenangannya sendiri 
(menyalahgunakan wewenang) akan 
tetapi seharusnya semua orang yang 
melalaikan tugasnya atau melanggar 
tugasnya sendiri merupakan sebuah 
pelanggaran melawan hukum dan tetap 
dipandang melawan hukum sehingga 
tidak memakai pandangan akan jabatan 
dan wewenangnya yakni 
menyalahgunakan kewenangan. Kondisi 
tersebut sama halnya dimana seorang 
pelaku yang dimana tidak memiliki hak 
untuk dapat menerima atau 
menggunakan sesuatu namun tetap 
menerima atau menggunakan sesuatu 
atau juga bertentangan dengan suatu 
kewajibannya maka hal tersebut tetap 
dinyatakan sebagai sebuah perbuatan 
melawan hukum. 

Untuk mencerna diferensiasi 
Tindakan Korupsi di antara Pasal 2 ayat 
(1) dengan Pasal 3 ada dititik dimana 
besar jumlah nominal kerugian negara 
atau keuntungan yang didapati koruptor 
lewat tindakan yang tidak sah itu. Hal ini 
dinyatakan dalam diksinya Pasal 2 ayat 
(1) yakni “memperkaya” dengan 
tafsirannya ditunjukan kepada angka 
korupsi yang cukup dikatakan dalam 
skala besar sedangkan Pasal 3 diksinya 
menafsirkan “menguntungkan” yakni 
untuk korupsi yang memiliki nilai angka 
korupsi relatif tidak sebesar Pasal 2 ayat 
(1) itu. Multi-tafsir ini dijawab oleh para 
Hakim Agung lewat Surat Edaran Nomor 
7 Tahun 2012, yang kemudian didalam 
SEMA itu menentukan Pasal 2 ayat (1) 
ditunjukan kepada pelaku korupsi yang 
nilai korupsi mencapai lebih dari 
Rp.100.000.000, dan begitu sebaliknya 
untuk Pasal 3. 

Namun karena adanya 
perkembangan ekonomi yang dinamis 
sehingga membuat nilai mata uang 

memiliki perbedaan, maka 
perkembangannya dari SEMA tersebut 
dilanjut kan sehingga nominal kerugian 
ditentukan menjadi Rp.200.000.000.00 
untuk setiap masing-masing pasal. 
Selanjutnya menilik dalam Pedoman 
Pemidanaan Pasal 1 dan 2 UUPTPK 
didalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2020 untuk 
mempertinbangkan tingkat kesalahan 
dengan memperhatikan beberapa aspek 
yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Sehingga dalam studi kasus terdakwa 
maya tersebut yang telah merugikan 
negara senilai Rp.2.110.443.500.00 yang 
telah dihitung oleh ahlinya yang 
disesuaikan dengan Pasal 6 PERMA maka 
tingkat kesalahan Terdakwa Maya 
dikatakan dalam kategori “Sedang”  (hal 
ini didasarkan dari 3(tiga) kategori yakni 
rendah, sedang, tinggi berdasarkan 
PERMA). Terdakwa Maya itu sendiri 
punya dan juga memegang peran krusial 
dalam porsi melakukan tindakan korupsi 
ini sehingga hanya masuk kedua kategori 
utama yakni Tinggi/Sedang berdasarkan 
tingkat kesalahan dengan 
memperhatikan jabatannya, kemudian 
aspek dari dampaknya menyatakan 
rendah dilihat dari skala dana yang 
diambil adalah dana BOK untuk ukuran 
Kabupaten dengan kondisi yang tidak 
terlalu genting. Aspek selanjutnya dilihat 
dalam aspek keuntungan yang terdakwa 
maya nikmati, yakni sebesar 
Rp.2.110.443.500.00 namun adanya 
uang titipan terdakwa sebesar 
Rp.200.000.000.00 (kalau dinilai dari 
skala kerugian yang dialami negara nilai 
itu hanya sebesar 10% nya saja). 
Sehingga uang titipan ini merupakan 
sebuah uang pengganti yang harus 
dinyatakan sebagai uang Kompensasi 
ganti kerugian walau belum seluruhnya 
dapat mengganti kerugian negara. 

Dari perjalanan peradilan 
beracara terhadap Terdakwa Maya 
dengan menilai dan memperhatikan 
secara hati-hati dan cermat terhadap 
kriteria penglevelan kesalahan maka 
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terdakwa maya telah memenuhi 2 point 
yang nilai nya tinggi dan 1 poin yang nilai 
nya rendah sehingga akumulasi 
pemidanaan diancam dalam kategori 
tinggi (VII) dan juga kategori sedang (VI) 
dengan detail sanksinya adalah Penjara 
10 sampai dengan paling lama 13 tahun 
dan juga Denda Rp.500.000.00 sampai 
dengan 650.000.00, atau Penjara 8 
sampai dengan paling lama 10 tahun dan 
denda Rp.400.000.00 sampai dengan 
Rp.500.000.00 
 
SIMPULAN 

Kemudian adapun kesimpulan 
yang bisa didapatkan dalam pemberitaan 
dari peristiwa empiris putusan tersebut 
ada tiga, yang pertama adalah ada dalam 
penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dalam 
Pasal 3 UUPTPK diksi yang merugikan 
keuangan negara atau perekonomian 
negara menunjukan bahwa tindak 
pidana korupsi tersebut berada dalam 
delik formil, sehingga dari rumusan itu 
kerugian negara bukan lah hak yang 
konkrit harus terjadi, namun juga dapat 
dikenakan dengan adanya unsur lain 
seperti potensinya adanya kasus 
kerugian negara yang mungkin akan 
terjadi namun belum terjadi saat ini, 
yang kedua adalah adanya perbedaan 
pendapat yang dihadapi oleh terdakwa 
maya yakni hakim tingkat pertama dan 
hakim tingkat banding yakni persepsi 
dalam pengambilan kategori kasus 
dimana hakim pertama berpendapat 
bahwa terdakwa maya telah 
menyalahgunakan kekuasaan sedangkan 
hakim tingkat banding tidak memandang 
jabatannya tapi memandang 
tindakannya selain itu juga sanksi yang 
diberikan tidak sesuai dengan PERMA, 
dan poin yang terakhir (ketiga) adanya 
Pedoman dalam penjatuhan suatu 
tindakan korupsi yang berdasarkan 
Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK dalam 
PERMA yakni harus mempertimbangkan  
besarnya kerugian negara, tingkatan 
kesalahan, dan juga damlak yang telah 
dihasilkan, nilai harta kekayaan yang 

didapatkan, besarnya uang titipan, serta 
kondisi khusus yang memberatkan atau 
meringankan. 
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